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GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR I{ALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka implementasi Pasal 12 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2OO7 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah;

bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor O3 Tahun
2Ol3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi belum
mengakomodir seluruh fungsi-fungsi yang menjadi urusan
Dinas daerah, agar pelaksanaan roda pemerintahan dapat
berjalan secara optimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor O 1 Tahun 2OO4 Tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO8
Nomor S9,Tambahan Lembaran Negara Nomor a8afl;

b.

c.

2.

3.

4.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol2 Tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4Ola\
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO5
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 82,
Lembaran Negara Nomor 47371;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO7
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor a7all;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOZ tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O1 Tahun 2A14 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32).

MEMUTUSI{AN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAII TATA
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI I{ALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daiam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah organisasi lembaga yang membantu Gubernur
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Utara.

7. Sekretartat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang
selanjutnya disingkat Setda.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
selanjutnya disingkat Sekda.

9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.

10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam
susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUI(AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 3

(1) Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

6. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;

7. Dinas Kelautan dan Perikanan;

8. Dinas Pendapatan Daerah;

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

10. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.

(2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.
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BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS DAERATI PROVINSI KALIMANTAT{ UTARA

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
pelaksana urusan pemerintahan di bidang
dan Olahraga.

dan Olahraga meruPakan unsur
pendidikan, KebudaYaan, Pemuda

(2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

beitanggungj awLb kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah'

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga mempunyai tugas_ pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan'

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Dinas Pendidikan,kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

bl"hr^g. sesuai d.ng.r, rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumttsan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Pendidikan dasar dan menengah;

c. perumllsan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pendidikan formal dan non formal;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
kebudayaan;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Pemuda dan Olahraga;

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.
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Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar , membawahkan :

(1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

(3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah, membawahkan :

(1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

(3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender;

(2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;

f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
(1) Seksi Nilai Budaya Seni dan Film

(2) Seksi Sejarah

(3) Seksi Permuseuman

g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :

(1) Seksi Pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan

(2) Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga

(3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
f'ungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
sumber daya kesehatan;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pelayanan kesehatan;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
kesehatan masyarakat;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

f. penyelenggaraanurusankesekretariatan;

g. pelaksanaanUnit Pelaksana Teknis Dinas;

h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :

(1) Seksi Jaminan Kesehatan;

(2) Seksi Tenaga dan Sarana;

(3) Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Alat kesehatan.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

(1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;

(2) Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Keluarga Miskin;

(3) Seksi Kesehatan Khusus;

e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :

(1) Seksi Kesehatan Keluarga;

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;

(3) Seksi Gizi

f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular
(2) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana

(3) Seksi Penyehatan Lingkungan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana
tersebut dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

(1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
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(2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang sosial;

c. perumusan, perenca.naan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang tenaga kerja;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
transmigrasi;

e. penyelenggaraa.n urusan kesekretariatan;

f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Sosial, membawahkan :

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial;

(2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
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(3) Seksi Bantuan d'an Jaminan Sosial'

d. Bidang Tenaga Kerja' membawahkan :

(1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja;

(2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

(3)SeksiHubunganlndustrialdanJaminanSosialTenagaKerja

e. Bidang Transmigrasi' membawahkan

(1)SeksiPembinaan,PemberdayaandanPelayananMasyarakatTransmlgran;

(2) Seksi Perlindungan Pekerja Migran 
--- ,rr-^ac,

(3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmrgrasr

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas'

g- KelomPok Jabatan Fungsional'

(2)??:::,:;::l3l,"u?ffi':i",'"*:il-T1h"['ffi ,1111""ff :1,1,J:lti':ff',;''11:

':?Htli*:i dan rnrormatika
Dinas Perhubuogan'

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

Dinas perhubungan Kgaunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana

urusan p"*.tl"i?r'^' ai uia""g ;fi;;;;gtt" ro*unikasi dan Informatika

Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin o1"1, seorang Kepala

Dinas yang ;';l^* melaksanakan tugasnya- 
'beiada di bawah dan

bertanggurrgl.*l;-rt"p"a" G'b";;;;;tt^i'i s"tttetaris Daerah'

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Perhubungan mgTpunyai tugas no.1-<ok.melaksanakan 
urusan pemerintahan

daerah di bidang perhubung"rr,"for.irr*.-"i a"" 
-i-formatika berdasarkan asas

otorro*i dan tugas Pembantuan'

Paragraf 3
tr'ungsi

Pasal 18

Untukmenyelengarakantugas{ko}sebagaimanadimaksuddalamPasal|7,
Dinas perhubungan, Komunit<asi lan Informatika mempunyai fungsi :

a.perumusankebijakanteknisbidangnglhubunganKomrrlT""idanlnformatika
sesuai dengan rencana =ori.JJffig diteta-pka? Pemerintah Daerah;

b.perumusan,p€rencanaanjpembinaandanpengendaliankebijakanteknis
Perhubungan darat dan Udara;

(1)

(2)
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c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
perhubungan laut dan ASDP;

d. perumusan, perencarraan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Komunikasi dan Informatika.

e. perumgsan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos

dan telekomunikasi;

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g. pelaksa.naan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

i. pelaksanaan tugas latn yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri
atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagran Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perhubungan Darat dan udara, membawahkan :

(1) Seksi Angkutan Jalan;

(2) Seksi Angkutan Udara;

(3) Seksi Teknik Sarana dan Prasatataa Jalan'

d. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, membawahkan :

(1) Seksi Angkutan Laut;

(2) Seksi Angkutan ASDP

(3) Seksi KePelabuhanan;

e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan ;

(1) Seksi Teknologi Informasi;

(2) Seksi APlikasi Telematika

(3) Seksi Dokumentasi dan Informatika

f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :

(1) Seksi Pos;

(2) Seksi Telekomunikasi

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional-

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam

lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2O

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggLlng jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Patagraf 2
Tugas

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempLrnyai tugas pokok melaksanakan
urlrsan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. perumlrsan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana
strategis Pemerintah Daerah;

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
pekerjaan umum dan Tata Ruang ;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang sumber daya air;

d. perumrrsan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang
kebinamargaan;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang
keciptakaryaarr;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Tata
Ruang;

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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Paragraf 4
Susunan Organsiasi

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

(1) Seksi Irigasi;

(2) Seksi Sungai dan Rawa;

(3) Seksi Pantai dan Air Baku;

d. Bidang Bina Marga, membawahkan :

(1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan'
(2) Seksi Bina Jasa Konstruksi.

e. Bidang Cipta Karya membawahkan :

(1) Seksi Penataan Bangunan

(2) Seksi Perumahan dan Pemukiman

(3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;

f. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

(1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian

(2) Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan

(3) Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

(1) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Kehutanan.

(2) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Tlrgas

Pasal 25

Dinas pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan .rrr"r, pemerintahan daerah di bidang Pertanian' Kehutanan dan

Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan'

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

Dinas Pertanian, 
"Ilhrtrt ., Ja, Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kehutanan sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

tana*an Pangan dan Hortikultura;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

Peternakan

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

Kehutanan dan Perkebunan

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

Ketahanan Pangan;

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnYa.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal2T

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri

atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :

(1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

(2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura;
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(3) Seksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
(4) Seksi Penyuluhan dan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

d. Bidang Peternakan, membawahkan :

{1) Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan;

(2) Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan;

(3) Seksi Kesehatan Hewan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

(a) Seksi Penyuluhan dan Teknologi Peternakan;

e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :

(1) Seksi Perencanan, Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
(2) Seksi Industri Hasil Hutan dan Pembinaan Perlindungan Hutan;
(3) Seksi Pengembangan, Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

(a) Seksi Penyuluhan dan Perlindungan Perkebunan;

f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :

(1) Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan;

(2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

(1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
pendapatan daerah.

(21 Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan
pendapatan.
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Paragraf 3
Fungsi

Pasal 3O

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak
daerah;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
retribusi dan pendapatan lain-lain;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pengembangan pendapatan dan dana perimbangan;

e. penyelenggaraar. urusan kesekretariatan;

f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :

(1) Seksi BPKB dan BBNKB;

(2) Seksi Pajak Daerah Lainnya;

(3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.

d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan :

(1) Seksi Retribusi;

(2) Seksi Pendapatan Lain-Lain;

(3) Seksi BUMD, Penyertaan Modal dan Pinjaman Daerah.

e. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Dana Perimbangan, membawahkan :

(1) Seksi Bagi Hasil Paiak dan Bukan Paiak;
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKMI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi
dan usaha mikro kecil dan menengah.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 33

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
industri;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
perdagangan dalam negeri dan luar negeri;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
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e. penyelen ggaraar_ urusan kesekretariatan;

f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

h.pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehatasansesuaidenganbidang
tugasnYa.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 35

(1)DinasPerindustrian,Perdagangan'KoperasidanUMKM'terdiriatas:
a. KePala Dinas'

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum;

(3) Sub Bagian Keuangan'

c. Bidang Industri, membawahkan :

(1) Seksi Ind'ustri Kecil dan Menengah;

(2) Seksi Industri Agro dan Kimia;

(3) Seksi Industri Logam Mesin Elektronika' Telematika dan Aneka (ILMETA)'

d.BidangPerdaganganDalamNegeridanLuarNegerimembawahkan:
(1) Seksi Perlindungan Konsumen;

(2) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

(3) Seksi Perdagangan Luar Negeri

e. Bidang Koperasi dan UMKM' membawahkan :

(1) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM;

(2) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan;

(3) Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran'

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas'

h. KelomPok Jabatan Fungsional'

(2\BagansusunanorganisasidanTata.Kc-rjaDinasPerindustrian,Perd.agangan,
Koperasi i".- Ufrffin sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan

Gubernur ini'
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Paragraf I
Kedudukan

pasal 85
(1) 

3i[?'",:il:x'fto,o1x? 
^:,Hf#H,, #:#x#;: unsur pelaksana urusan

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalameTttlT*:t,il3:illAJ"##"ffift du, f,.,t;;;s,,s jawab kepada

paragraf2
Tugas

pasal BZ
Dinas Keluatan dan perikanz
pemerintahan daerah Jil#".,[ T.],H1i:q,f,:ffi, "F:ffff#"?":;ffi
I::fr 'i:lHffifffitffit.X 
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paragraf3
Fungsi

pasal 38

iil'IJ^:i:ffi f ::-#:tH#-H"fl.#f,;f Hfffi fl 
.,"dimaksuddarampasar3T,a 

:.TH:"i1"[HJ]1ru **;-:f1{S*U6"lffi,,"..,kanan sesuai dengan
b' 

F#lffiffirf;T;;,"""""' pembinaan dan pengendarian kebijakan teknis
c' 

F::[ffi;?""?ff;:anaan' pembinaan dan pengendarian kebijakan teknis
perumusan. DrF;il;iJ;I'rJ"'f.,iXllil; ffiT$ffiffi"ff" pengendarian kebijakan teknis
perumusan, ,11,.".?l"t"r pembinaan d1' pengendalian kebijakan teknisPesisir, pulaulpurau Kecil i.r- e.rrgawasan sumber Daya Ikan.;penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit pelaksana Teknis Dinas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

iil*:il:t" tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

d.

e.

f.

ob.

h.

i.
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Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanan Program

(2) Sub Bagian Umum

(3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :

(1) Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pembenihan

(3) Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan.

d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :

(1) Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan
Pendaratan Ikan

(2) Seksi Teknologi dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
(3) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan

Ikan

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :

(1) Seksi Teknologi dan Pengolahan Mutu dan Hasil Perikanan
(2) Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan dan Promosi Investasi

(3) Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya
Ikan, membawahkan :

(1) Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan

(2) Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan

(3) Seksi Pemetaan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Energi daa Sumber Daya Mineral

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 4O

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana untsan
pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
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(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber
Daya Mineral, Listrik dan Pemanfaatan Energi, Minyak dan gas Bumi.

Paragraf 3
F'ungsi

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1,
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Pertambangan Umum;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan Geologi dan
Sumber Daya Mineral;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Listrik dan Pemanfaatan Energi;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Minyak dan Gas Bumi.;

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 43

(1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Terdiri atas:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub BagianPerencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum;

3. Sub Bagian Keuangan.
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c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :

1. Seksi Pengusahaan;

2. Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan;

3. Seksi Konservasi dan Produksi.

d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :

1. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi:

2. Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara;

3. Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana.

e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :

1. Seksi Ketenagalistrikan;

2. Seksi Pengembangan Energi;

3. Seksi Konservasi Energi.

f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :

1. Seksi Hulu Minyak dan Gas Bumi:

2. Seksi Hilir Minyak dan Gas Bumi;
3. Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 44

(1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas Daerah
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta
analisa jabatan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah
tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.



22

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAUINAN

Pasal 46

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan
perundangundangan yang berlaku.

BAB vII
ESELON ORGANISASI DINAS DAERATI

Pasal4T

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.a.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 48

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit
organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah
Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menJrusun laporan
lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 49

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara
struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya
sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 5O

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam
lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB f,K
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Guberrnur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara tersebut dapat ditinjau dan
dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dengan tetap rnernperhatikan kewenangan, kemampuan,
kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

{21 Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang
diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang
berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) T\rgas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.

{4) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Guberrrlrr.

(6) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Gubernur ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan Ditetapkannya Peraturan Gubernur Ini, maka Peraturan Gubernur
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2Ol3 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03), dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, rnaka segala bentuk Peraturan
ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan
peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubermrr ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Maret 2Ol4

PJ. GUBERNUR I{ALIMANTAN UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Maret 2Ol4

PROVINSI
UTARA,

Drs. H. BN)RUN. M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NrP. 196006 17198501 100 1

BERITA DAERAII PROVINSI I(ALIMANTAN UTARA TAIIUN 2OL4 NOMOR 09
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SEKRETARIS



LAMPIRAN I : EA,GAN STRUKTUR ORCANISASI

BIDANG PENDIDIKAN NON
FORMAL DAN INFORMAL

SEKSI

PENDIDIKAN ANAK US[A
DINI DAN GENDER

SEKSI PEN INGK/.{TAN MUTU
PENDIDIKAN DAN TENAGA

PENDIDIKAN

SEKSI
PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

SEKSI
KEIVIRAUSAHMN PEMUDA
DP{N INDIJSTRI OLAI.I RAGA

PJ. GI.]BERNUR KALtrMANTAI.I UTARA

Dr. H, IRIANTO LAMBRIE



LAMPIMN II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTAFTA

BIDANG PEIYBERANTASAN
PENYAKIT DAN PENYEHATAN

UNGKUNGAN

SEKSI TENAGA DAN SARANA

SEKSI FARMASI MAKANAN,
MINUN4AN DAN ALAT

KESEHATAN

P]. GUBERNUR KALIMANTAN UTAM

KELOMPOK ]ABATAN
FUNGSIONAL



LAMPIMN III . BAGAN S:T'RUKTURORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TMI\SMIGMSI PROVINSI KALIMANTAN UTAM

5EI$I PEMBII!,qAI.I,

PEMSERDAYATTN DI\N

ItrELAYAI\NAN MASY}\RAKAT

TIC,{NSMIGIXASI

SEKSI FELAYAI\TilI'I D/ilIi
RE]TIABIILITAS]I SOSIAL

SEKSI HUBUNGAN

IN DIJSTR,I,AL DAN JAMINAN

SOSIAL TENAGA KERJA

PJ. GUBER]\LIR KALiM/TNTAN UTAP-A



LAI\4PI|{AN IV : B,arcAN STRUtfiUR ORGANISASI DIITIAS FERI-{UtsUNGAN, KOMUI\IKASI DAN INFORMATIK,A, F'}ROVINSI KALIMAIVTAT{ UTA,RA

BIDANG PERHUBUNGAN IAUT
DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU

DAN PENYEEEMNGAN

BIDANG PERHUBUNGIN
DARAT DAN UDARA

P"1. GUtsERNIJR KALIIqANTAI\.I UTARA

SEKSI ANGKUTAN SUNGAI
DANAU DAN

PENEYEBERANGAN



LAMPIRAN V : SI KALIMANTAN UTARA

BIDANG SUMBER DAYA AIR

SEKSI PENYEHATAN

LINGKUNGAN DAN AIR
BERSIH

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



L\MPIRJAN VI : BAGAN SIRUKruR ORGANISASI DINAS PERTANIAI{' KEHUTANAN, DAN KETAHAMN PANGAN PROVINS] KAUMANTAN UTAM

SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUKSI TANAMAN

PANGAN DAN
HORTiKULTURA

SEKSI PEI!GOLAHAN HASIL
DAN PEI4ASAIIAN TANA[1AN

PANGAN DAN
HORTIKULTURA

SEKSI KESEHATAN HEWAN
DAN PEMASAMN HASIL

PETERNAKAN

SEKSI PENYULUHAN DAN

TEKNOLOG] TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTUM

PJ, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DT, H. IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN VII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAEMH PROViNSI KALIMANTAN UTARA

SEKSI BAGI HASIL PAJAK

DAN BUKAN PAJAK

PJ, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

BIDANG PENGE[4BANAGAN
PENDAPATAN DAN DANA

PTR]MBANGAN



LAMPIMN VIII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERINDUETRIAN. PERDAGANGAN, KOP UKM PROVINSI KALIMANTAN U|AM

KELOMPOK ]ABATAN
FUNGSIONAL

P]. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

/ Dr. H.IRIANT. LAMBRIE

SEKSI BINA LEII4BAGA

KOPEMSI DAN UKM



LAMPIMN IX : I]AGAN STRUfiUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

BIDANG KELAUTAN, PESISIR,
PULAU-PULAU KECIL DAN

PENGAWASAN DAN SI]JMBER

DAYA IKAN

SEKSI PRASARANA DAN
PENGELOLMN PELABUHAN

PERIKANAN DAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN

SEKSI REHABILITASI.
KONSERVASI KELAUTAN DAN

PERIKANAN

SEKSI PENGENDAUAN

LINGKUNGAN BUDIDAYA DAN

KESEHAT,AN lKAN

SEKSI PEMETAAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAMT

PESISIR DAN PULAU-PULAU

KEClL

SEKSI TEKNOLOGI DAN
PENGOLAHAN MLITU DAN HASIL

PERIKANAN

SEI(SI PENGEMBANAGAN USAHA
PENGOLAHAN IKAN DAN

PROMOSI INVESTASI

SEKSI KELEIYBAGAAN DAN
PEIVIASARAI\I HASIL PERIKANAN

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



LAMPIRAN X : enGAN STRUKTUR ORGANISASI

BIDANG GE:OLOGI DAN

SUI\4BER DAYA MINERAL

SEKSI SUN4BER DAYA

MINEML DAN BATUBARA

SEKSI ]ASA PENI.,INJANG

II4INYAK DAN GAS BUIVII

PJ, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

KELON4POK ]ABATAN
FUNGSlONAL


